
PEMERINTAH KABUPATEN
PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN  2008

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a.  bahwa di Kabupaten Purworejo terdapat beberapa
tempat khusus parkir, yaitu tempat parkir yang khusus
disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah;

b. bahwa tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu diatur dan dikelola dengan sebaik-baiknya
sehingga dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah
Daerah;

c. bahwa untuk membiayai pengelolaan tempat khusus parkir
sebagaimana dimaksud pada huruf b,  dan sebagai
upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,
perlu  dilakukan penarikan retribusi parkir terhadap
pengguna jasa tempat khusus parkir;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus
Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun  2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan  Atas Kedua Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 4438);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 4737);

13. Peraturan  Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Purworejo Nomor  3 Tahun 1988  tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1988  Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2007 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo atau sebutan lain

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola Parkir.
5. Parkir ditempat khusus parkir yang selanjutnya disebut parkir adalah

keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat tidak
sementara di tempat khusus parkir.

6. Tempat Khusus Parkir adalah tempat di luar badan jalan yang disediakan,
dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah daerah, tidak termasuk yang
disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha
Milik Negara atau pihak swasta.

7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan
lainnya.

9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

10. Retribusi tempat khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir dan
fasilitas yang diberikan kepada umum di dalam tempat khusus parkir.

11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

12. Pihak ketiga  adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan
perjanjian kerjasama dengan Bupati untuk melakukan pengelolaan dan
pemungutan retribusi tempat khusus parkir.
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13. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purworejo yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
pemungutan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

14. Penyidik adalah Pajabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a. memberikan dasar hukum bagi pemungutan Retribusi tempat khusus parkir;
b. memberikan dasar hukum dalam pengelolaan, pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan tempat khusus parkir.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a. meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di tempat khusus

parkir, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
masyarakat dan Pemerintah Daerah;

b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal  4

(1) Dengan nama Retribusi tempat khusus parkir, dipungut retribusi bagi setiap
orang atau badan yang menikmati jasa pelayanan parkir di tempat khusus
parkir.
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